
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1479, 2019 KEMENDAGRI. Dokumen Kependudukan. 

Penduduk Rentan. Pendataan dan Penerbitan. 
Pencabutan. 

 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 96 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI 

PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan 

perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen 

kependudukan melalui pendataan sebagai dasar 

penerbitan dokumen kependudukan; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen 

Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi 

Kependudukan perlu disesuaikan dengan dinamika 

perkembangan peraturan perundang-undangan dan 

kebutuhan hukum dalam pemenuhan administrasi 

kependudukan sehingga perlu diganti;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendataan dan 

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk 

Rentan Administrasi Kependudukan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6354); 

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 184); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.1479 
-3- 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan 

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata 

penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa 

kependudukan dan pendataan penduduk rentan 

Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen 

kependudukan berupa kartu identitas atau surat 

keterangan kependudukan. 

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang 

selanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah 

perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan 

Administrasi Kependudukan. 

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil 

Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah 

kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang 

membidangi urusan Administrasi Kependudukan. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kota yang selanjutnya 

disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit 

pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat 

kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang 

berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota. 

6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang 

asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 

7. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah 

Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh 

dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana 
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alam dan kerusuhan sosial. 

8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan 

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap.  

9. Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan adalah 

Penduduk yang tinggal di wilayah tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 

keberadaannya sebagai hutan tetap. 

10. Penduduk yang Menguasai dan Menggunakan Tanah 

Negara adalah Penduduk yang menguasai dan 

menggunakan secara langsung tanah negara baik yang 

terdaftar sebagai aset maupun belum terdaftar. 

11. Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara 

pertanahan untuk mendapatkan penanganan 

penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. 

12. Orang Terlantar adalah warga negara Indonesia yang 

karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani 

maupun sosial.  

13. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang 

bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum 

terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, 

ekonomi maupun politik. 

14. Penduduk Korban Bencana Alam adalah warga negara 

Indonesia dan orang asing yang mengalami serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 

15. Penduduk Korban Bencana Sosial adalah warga negara 

Indonesia dan orang asing yang mengalami serangkaian 

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial, antarkelompok atau antarkomunitas 

masyarakat dan teror. 

16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
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faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis. 

17. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan 

tanah longsor. 

18. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan 

oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antarkelompok 

atau antarkomunitas masyarakat dan teror. 

19. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang 

selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara 

yang diberikan kepada Penduduk Korban Bencana Alam, 

Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, Komunitas 

Terpencil, serta Penduduk yang Menempati Kawasan 

Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus 

Pertanahan sebagai pengganti tanda identitas sampai 

diterbitkannya kartu keluarga, kartu tanda penduduk 

elektronik, kartu identitas anak dan kutipan akta-akta 

pencatatan sipil. 

20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai 

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 

dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 

pencatatan sipil. 

21. Pendataan adalah upaya mengumpulkan data Penduduk 

Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang 

Terlantar, Komunitas Terpencil serta Penduduk yang 

Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau 

tanah dalam Kasus Pertanahan. 

22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya 

disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang 

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk 

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil 
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